PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG PRESI DEN REPUBLI K
| NDONESI A
Nonor 13 TAHUN 1960
Tent ang
BANK DAGANG NEGARA

Presi den Republik I ndonesia,
Meni nbang:
a. bahwa di anggap perlu untuk nendirikan suatu bank negara yang
akan berusaha dilapangan perdagangan, yang berbentuk badan

hukum ber dasar kan Undang- undang;

b. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

a. Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;

b. Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang No.10 tahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 31);
Mendengar

Miusyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Mermut uskan :
Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Dagang
Negar a,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 .

(1) Dengan nama "Bank Dagang Negara" didirikan sebuah bank
kepunyaan Negar a.

(2) Bank Dagang Negara adal ah badan hukum yang berhak nel akukan
tugas-tugas berdasar kan Perat uran Penerintah Pengganti Undang-
undang ini.

(3) Dalam Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini Yyang
di maksud dengan
a. Bank, ial ah Bank Dagang Negar a.
b. Direksi, ialah Dreksi Bank Dagang Negar a.



Pasal 2.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dal am
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nmaka atas Bank
ber | aku hukum perdat a Eropah dan hukum dagang Eropah.

(2) Bank dapat nel akukan perbuat an- per buat an menurut hukum

adat dengan orang-orang dan badan- badan yang takl uk pada hukum adat
serta nenjal ankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada
hukum adat .

(3) Bank dapat nengadakan perikatan kredit (Credietverband)".

Pasal 3.
(1) Bank ber kedudukan di Jakart a.
(2) Bank  dapat menpunyai kant or - kant or cabang kantor-kant or

perwaki | an atau koresponden-kor esponden di dal am dan di |uar
negeri untuk nenjal ankan tugasnya.

Bab |1
MODAL BANK
Pasal 4.

(1) Modal Bank berjum ah dua pul uh juta rupiah.

(2)Jum ah tersebut diatas dapat ditanbah dengan ket entuan
Undang- undang.

Pasal 5.

(1) Bank nmenpunyai dana-cadangan, yang di bentuk dan
di t anbah nenurut ketentuan tersebut dal am pasal 16 ayat (6).

(2) Dana cadangan itu gunanya untuk nenutup kerugi an-
ker ugi an yang mungki n diderita terhadap nodal Bank

BAB I
USAHA BANK.
Pasal 6.

Bank nel akukan usaha bank urmum dal am arti sel uas-I| uasnya.
BAB |V
Pl MPI NAN.

Pasal 7.



(1) Bank di pinpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
sekur ang- kurangnya dua orang D rektur

(2) Sal ah seorang dari anggot a-anggota D reksi dapat
di angkat sebagai Presiden D rektur

(3)&ji dan penghasilan | ain bagi anggota-anggota Direksi
ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan yang
di t et apkan ol eh Peneri nt ah.

Pasal 8.
(1) O reksi nenentukan kebijaksanaan dal am pi npi nan bank.

(2)Dreksi nmengurus mlik Bank dan nenguasai atau
nmenj al ankan segal a ti ndakan pem likan terhadap mlik itu.

(3) Keputusan D reksi dianbil dengan suara terbanyak. Jika
suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka persoal an
yang akan di put uskan di anggap tel ah ditol ak.

(4) D reksi nmengangkat dan menperhenti kan pegawai - pegawai

Bank nenurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Dewan
Pengawas, tanpa nengurangi ketentuan-ketentuan yang telah
di t etapkan ol eh pihak yang berwajib berdasarkan peraturan-
per at uran yang syah.

(5) Tata-tertib dan cara nenjal ankan pekerjaan Direks
di atur dal am suatu peraturan yang ditetapkan ol eh Direksi.

Pasal 9.
(1) D reksi nmewakili Bank di hadapan dan dil uar pengadil an.

(2) Direksi dapat nenyerahkan hak perwakil an tersebut dal am

ayat (1) kepada seorang anggota D reksi yang khusus ditunjuk untuk
itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai, baik sendiri
maupun bersanma-sanma, atau kepada orang/ badan | ain.

(3) Dal am hal tagi han dan perkara hukum ant ara Bank dan
anggota Direksi, Bank diwakili oleh seorang anggota dari Dewan
Pengawas.

Pasal 10.

(1) Direksi bertanggung-j awab atas kesenpurnaan pengurusan
Bank.

(2) Tent ang pengurusan Bank itu sekurang-kurangnya sekal

set ahun. D r eksi menberi kan pertanggungan-jawab kepada Dewan
Pengawas Keuangan nenurut cara yang dikehendaki ol eh Dewan
t er sebut.

(3) Anggot a- anggot a Direksi dan pegawai - pegawai Bank, yang



karena ti ndakannya yang nel awan hukum atau yang karena kel al ai annya
| angsung atau tidak |angsung nerugikan Bank diwajibkan
nmengganti kerugi an itu.

(4) Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti
rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan, berlaku juga
t er hadap anggot a- anggota D reksi dan pegawai - pegawai Bank

Pasal 11.
(1) Anggota Direksi harus warga-negara | ndonesi a.

(2) Anggota Direksi harus bertenpat tinggal ditenpat
kedudukan kantor Pusat Bank.

(3)Antara anggota Direksi tidak bol eh ada pertalian

kel uarga atau peri paran pada atau dal am sederajat ketiga, kecuali
jika diijinkan oleh Menteri pertana.
Ji ka sesudah pengangkatan nereka rmasuk periparan yang
terlarang itu nmaka yang ternuda di angkat dari nereka itu tidak
bol eh nmenerinma j abatannya tanpa ijin Menteri Pertana.

(4) Anggota Direksi tidak bol eh nmemangku pekerjaan, jabatan
atau tugas lain yang digaji.
Ti dak termasuk dalam hal ini ialah:
a. ] abat an yang di pi kul kan Penerintah kepadanya;
b.jabatan komsaris pada perusahaan-perusahaan kepunyaan
negara atau pada perusahaan-perusahaan di mana Peneri nt ah
turut-serta didalamya secara langsung atau tidak
| angsung asal saja tidak nenjadi kom saris amanat.
Para anggota D reksi tidak boleh tetap nenegang atau nenerinma
suatu pekerjaan yang tersebut dalam Sub b diatas kecuali jika
mendapat ijin dari Menteri Keuangan

(5)Dua orang anggota D reksi tidak bol eh bersana-sana
menj adi Komsaris pada suatu perusahaan ternmaksud dalam ayat (4)
sub b.

(6) Anggota Direksi tidak bol eh berdagang atau nenpunyai kepentingan
pada usaha dagang nanapun j uga.

Pasal 12.

(1) Para anggota D reksi diangkat atas usul Menter

Keuangan oleh Menteri Pertama untuk waktu selama-lamanya |inma
tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang
ber sangkut an dapat di angkat kenbali .

(2) Dal am hal - hal di bawah ini atas usul Menteri Keuangan

set el ah nmendengar Dewan Pengawas, Menteri Pertama  dapat
nmenper henti kan anggota Direksi neski pun waktu tersebut dal am
ayat (1) belum habis;

a.atas perm ntaan sendiri .

b. karena ti ndakan yang nerugi kan Bank.



(3) Penber henti an karena al asan tersebut pada ayat (2) sub
b, jika nmerupakan suatu pelanggaran dari peraturan Hukum pidana
nmer upakan penber henti an tidak dengan hormat.

(4) Sebel um hukuman j abatan tersebut dalamayat (2) sub b

di j at uhkan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesenpatan
untuk nenbela diri, hal nmana harus dil aksanakan dal am waktu
satu bulan setelah anggota D reksi yang bersangkut an
di beritahukan tentang penberhenti an yang akan dil akukan itu.

(5) Sel ama persoal an tersebut dal amayat (4) bel um di put us,

maka Menteri Keuangan setelah nendengar Dewan Pengawas dapat
nmenber henti kan untuk senmentara waktu anggota Direksi yang
ber sangkut an. Ji ka dalam  waktu dua bul an setel ah
penberi hentian senentara dijatuhkan belum ada keputusan
nmengenai penberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3)
dari pasal ini nmaka penberhentian senentara itu nenjadi bata
dan anggota D reksi yang bersangkutan dapat segera nenjal ankan
j abat annya | agi .

BAB V
PENGAVWASAN.
Pasal 13.
(1) Dewan Pengawas nengawasi pengurusan ol eh Direksi .

(2) Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya |inma
orang, anggota yang diangkat oleh Menteri Pertanma, diantaranya
sedi ki t nya dua orang yang ahli dal am urusan Bank.

(3) Pengangkatan itu berlaku untuk tiga tahun | amanya,
setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang berhent
dapat di angkat kenbali

Pasal 14.

(1) Dewan Pengawas dal am bat as kekuasaannya nengawasi dan
nmenj aga supaya ket ent uan- ket entuan unt uk nengat ur dan nengurus Bank
ditaati sebagai mana nesti nya.

(2) Ketua dan anggot a- anggot a Dewan Pengawas yang | ai n,

ber sama- sama atau nasi ng-masi ng, berhak neminta segal a keterangan
dan neneri ksa segenap buku-buku dan surat-surat, dan berhak
menunj uk ahli-ahli untuk neneriksa buku-buku dan surat-surat
t ersebut segal a sesuatu jika di pandang perl u untuk nenjal ankan
kewaj i bannya.

(3)Direksi wajib nenberi kan segal a penj el asan yang
di perl ukan untuk nenjal ankan pengawasn dengan senesti nya.

Pasal 15.



(1) Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya sekal i dal am

seperenpat tahun, selanjutnya Dewan berapat setiap waktu menur ut
pertinbangan Ketua, atau atas permntaan tertulis dari seorang
anggot a Dewan Pengawas atau dari Direksi. Segal a ongkos sidang
di pi kul ol eh Bank.

(2) Keput usan Dewan Pengawas di anbil dengan suara

t er banyak.
Jika jum ah suara yang disetujui dan suara yang tidak setuju
sama banyaknya nmaka suara Ketua yang nenutuskan, Kkecuali
nengenai perseorangan, dalam hal mana usul yang diajukan
di anggap tel ah ditol ak.

(3) Tugas dan pekerjaan Dewan Pengawas di nuat dal am suatu
per aturan yang ditet apkan ol eh Menteri Pertama

(4) Dewan Pengawas dapat nengangkat atau nenunj uk seorang
Sekretaris, wuang jasanya ditentukan oleh Dewan dan dipikul oleh
Bank.

(5) Ketua dan anggot a- anggot a Dewan Pengawas nenerima uang jasa yang
besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Uang jasa tersebut
di pi kul ol eh Bank.

BAB VI

PENETAPAN SURAT- SURAT TAHUNAN DAN
PEMBAG AN LABA.

Pasal 16.

(1) Tahun buku Bank nulai 1 Januari sanpai dengan tanggal
31 Desenber dari tahun yang berjal an.

(2) Neraca dan perhitungan | aba-rugi disusun ol eh D reks
dan di sanpai kan kepada Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas nenet apkan surat-surat tahunan ini untuk
senment ara waktu dan dal am hal itu Dewan di bantu ol eh Jawat an
Akunt an Negar a.

(4) Sel anj ut nya neraca dan perhitungan | aba-rugi senentara

i tu di serahkan ol eh Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan. Jika
dal am wakt u dua bul an sesudah Menteri Keuangan neneri ma
surat-surat itu, tidak diajukan keberatan-keberatan dengan
surat ol eh Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas, maka
surat-surat tahunan itu di anggap di sahkan ol eh Menteri
Keuangan.

(5) Neraca dan perhitungan | aba-rugi yang di sahkan dem ki an

menberi penbebasan kepada D reksi terhadap segal a sesuatu yang
termuat di dal am surat-surat tahunan itu, tanpa nmengurangi
apa yang ditentukan dal am pasal 10 ayat (2).



(6)Dari | aba Bank yang tel ah di sahkan secara dem ki an,
pertama-tama di sisi hkan 20% unt uk dana cadangan sanpai dana
t ersebut nencapai jum ah nodal. Bank, disanping itu
di pi sahkan Ount uk Dana Pensi un dan sokongan untuk pegawai
sej um ah yang akan ditetapkan ol eh Menteri Keuangan, dan
si sanya j atuh kepada Negar a.

BAB VI |
DANA PENSI UN DAN SOKONGAN PEGAWAI BANK
Pasal 17.

(1) Bank nengadakan Dana Pensi un dan sokongan unt uk para
pegawai Bank.

(2) Bank waj i b nmengusahakan supaya Dana ini nencapai juni ah

harga tunai kewaji ban-kewaji ban yang harus di penuhi terhadap para
pegawai Bank, juga Bank waji b nenjaga supaya junl ah harga
tunai itu jangan berkurang.

(3) Sunmbangan- sunbangan Bank kepada Dana dan perat uran-
peraturan sel anjutnya tentang. Dana ini ditentukan dengan suatu
peraturan Direksi yang disetujui ol eh Dewan Pengawas.

Pasal 18.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut
Per at uran Bank Dagang Negara.

Pasal 19.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada tanggal 11 April 1960.

Agar supaya setiap orang nenget ahui nya, menerintahkan
pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1960.
Pej abat Presi den Republik | ndonesi a,

DJ UANDA.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1960.
Ment eri Kehaki man,

SAHARDJ Q.



PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG
No. 13 TAHUN 1960
t ent ang
BANK DAGANG NEGARA

. UMM

Guna nenperl uas kel ancaran hubungan | al u-1intas penbayaran dengan
| uar negeri bagi penanpungan urusan inpor dan ekspor dan

| al u-lintas penbayaran di dal am negeri, maka di pandang perlu

unt uk nmendiri kan bank baru dengan nama "Bank Dagang Negara" yang
di beri tugas nel akukan usaha bank unmum dalam arti kata

sel uas-1| uasnya.

1. PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Dal am pasal ini ayat (2) ditegaskan bahwa Bank Dagang Negar a
adal ah suatu badan hukum yang di bent uk dengan Undang- undang dan
ber hak nmel akukan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang i ni

Pasal 2.

Dal am hal ini ditetapkan bahwa Bank Dagang Negara sebagai badan
hukum yang di bentuk dengan Undang-undang di beri hak pul a untuk
nmel akukan per buat an- per buat an yang di at ur dal am hukum perdat a
Er opah dan hukum dagang Eropah yang berlaku di | ndonesia dal am
nmel aksanakan tugasnya sehari-hari. Di sanping itu bank tersebut
dapat pul a nel akukan per buat an- per buat an yang takl uk pada hukum
adat .

Unt uk dapat nenmenuhi kebutuhan kredit dari masyarakat |ndonesia
pada unmummya maka di anggap perlu untuk menberi kan wewenang kepada
Bank Dagang Negara guna nengadakan peri katan kredit
(Credi et verband) .

Pasal 3.
Cukup j el as.

Pasal 4.
Cukup j el as.

Pasal 5.

Ri si ko perkreditan nenerl ukan penbentukan Dana Cadangan yang
kuat, terlebih-1ebih bagi suatu bank konmersiil cadangan dem ki an
adal ah sangat penting untuk nendapat kepercayaan dari nasyarakat
sebesar - besarnya. Dana Cadangan tersebut, bersama-sam dengan



nodal bank, nerupakan jam nan terhadap uang-uang yang
di percayakan ol eh masyar akat kepada Bank.

Pasal 6.
Tel ah cukup dij el askan dal am bagi an unum
Pasal 7.

Pi npi nan Bank dil akukan ol eh suatu Direksi sebagai suatu badan
kol egi al .

Pasal 8.

Di reksi sebagai suatu badan kol egi al nenent ukan kebij aksanaan
dal am pi npi nan bank.

Di reksi nengangkat dan nenber henti kan pegawai - pegawai Bank,
sepanj ang nmengenai pegawai - pegawai yang pengangkatan dan
penber henti annya berdasarkan peraturan-peraturan dari yang
berwaj i b nmenj adi wewenang dari D reksi.

Pasal 9.
Cukup j el as.
Pasal 10.

Dal am pasal ini dinuat ketentuan-ketentuan yang nmengat ur
penbayaran ganti-rugi dari pegawai dan anggota Direksi Bank, yang
karena tindakan-ti ndakan tidak syah ("onrechtmatig") atau karena
kel al ai nnya nerugi kan Bank. Di akui disini bahwa tiap penberian
kredit nmengandung ditagi h kenbali. Akan tetapi tidaklah bol eh
terjadi, Bank nenderita rugi karena anggota-anggota Direksi atau
pegawai - pegawai Bank | al ai menganbi| tindakan-ti ndakan yang perlu
unt uk nengawasi

Pasal 11.
Cukup j el as.
Pasal 12.

A eh karena nmungki n terjadi bahwa orang-orang yang akan nenj adi
anggot a- anggota Direksi tidak dapat nemangku j abat annya sel ama

[ ima tahun, maka masa pengangkat annya ditet apkan sel ama-| amanya

[ ima tahun, dengan catatan bahwa anggot a- anggota Direksi tersebut
set el ah waktu jabatannya berakhir dapat di angkat kenbali .

Sel anj ut nya maka dal am pasal ini dipandang perlu untuk mengatur
hal penberhentian dan hal penberhentian untuk senentara waktu

Pasal 13.



Par a anggot a Dewan Pengawas seyogi yanya terdiri dari orang- orang
yang |ingkungan pekerjaannya banyak ber hubungan dengan Bank
Dagang Negara khususnya dan yang ahli dal am urusan bank.

Pasal 14.
Cukup j el as.

Ahli-ahli yang di maksudkan dal am ayat (2) ialah Accountant dari
atau yang ditunjuk ol eh Jawat an Akuntan Negar a.

Pasal 15.
Cukup j el as.

Pasal 16.
Cukup j el as.

Pasal 17.
Cukup j el as.

Pasal 18.
Ti dak perlu dijel askan.

Pasal 19.
Ti dak perlu dijel askan.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



